SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 53 TAHUN 2019
TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa pungutan retribusi perizinan tertentu di
lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur
Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan
Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu;

. bahwa untuk efektifitas dalam tata kelola penganggaran

insentif pemungutan retribusi di Perangkat Daerah,
perlu mengubah Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun
2019 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi
Perizinan Tertentu;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan
Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun
1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor S Tahun
1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Termasuk Kotapraja, dalam lingkungan Daerah Tingkat
I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1821);



Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan
Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4269);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang—- Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 1 Seri
C) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor
2 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2019 Nomor 1 Seri C);

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri
D);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 53
TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal I

Ketentuan dalam ayat (3) Pasal 22 Peraturan Gubernur
Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemungutan
Retribusi Perizinan Tertentu (Berita Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 1 Seri C)
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) PD diberikan insentif sebesar 3% (tiga persen) dari
target penerimaan atas dasar pencapaian target kinerja
tertentu.

(2) Pencapaian target kinerja tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
a. Triwulan I sebesar 20% (dua puluh persen);
b. Triwulan II sebesar 40% (empat puluh persen);
c. Triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
dan
d. Triwulan IV sebesar 100% (seratus persen);

(3) Penganggaran besarnya insentif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh PD

(4) Pembayaran besarnya insentif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) atas dasar usulan dari PD.

(5) Besarnya pembayaran insentif ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur.

(6) Pejabat Yang Berwenang menetapkan nama penerima
insentif.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 10 April 2023

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 10 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

NAZIARTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
NOMOR 1 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto
HARPIN

Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 19690911 200212 1 007
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